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Kalau besok sudah resmi
berlaku, kami bisa lakukan
penertiban dengan rekomen-
dasi pencabutan izin usaha”

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja
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SOSIALISASI: Kepala Cabang Utama BPJS Jogjakarta Donni Hendrawan (dua dari
kanan) saat media briefing di Hotel Grand Aston Jogja kemarin (12/3).
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Tahun depan program univer-
sal coverage itu diharapkan su-
dah banyak diikuti perusahaan.

“Saat ini baru Kota Jogja yang
sudah melakukan sosialisasi ke
badan usaha,” kata Kepala Cabang
Utama BPJS Jogjakarta Donni
Hendrawan saat media briefing
di Hotel Grand Aston Jogja kema-
rin (12/3).

Ia menjelaskan, sosialisasi ini
dilakukan terutama untuk me-
nyadarkan perusahaan yang
‘belum terdaftar sebagai peserta

jaminan social tenaga kerja
(Jamsostek) atau sekarang dise-
but BPJS Ketenagakerjaan. “Ma-
kanya, sekarang ini BPJS Kete-
nagakerjaan juga kami gandeng”
tandasnya.

Kewajiban badan usaha itu,
lanjut dia, berlaku merata di
semua perusahaan. Itu berlaku
di perusahaan yang memiliki
ribuan karyawan atau hanya dua

Menurutnya, mekanisme pem-
bayaran premi sudah diatur.
Sesuai petunjuk teknis dinyata-
kan sampai 1 Juli 2014 ditentu-
kan sharing dari perusahaan

“Terkait sosialisasi, sejauh ini

'baru Dinsosnakertrans Kota

Jogja yang sudah melakukan,
Badan usaha yang belum mengik-
uti program ini masih diberi

sebesar 4,5 persen. Sed

untuk karyawan dipotong 0,5
persen, Premi dibayar dari be-
saran gaji yang diterima karya-
wan.

Peserta program ini berhak

sampai akhir 2014.

Kepala Dinsosnakertrans Kota
Jogja Hadi Muhtar mengakui, so-
sialisasi tersebut merupakan
bagian dari inventarisasi badan
usaha yang belum memberikan

. Semua perusah
akan disurati atau oleh dida-
tangi tim gabungan.

“Kami jemput bola agar bisa
efektif menyasar ke badan usa-
ha" terang dia.
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